
 

 

 

 

 

BUPATI JOMBANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  

NOMOR  9  TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023  

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH     

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a.  bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola 
pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari 
pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka percepatan 

perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 
potensi daerah;  

  b. bahwa untuk mendorong optimalisasi pajak daerah dan 

retribusi daerah yang dilaksanakan sesuai potensi daerah 
guna mendukung terciptanya iklim investasi, kemudahan 

berusaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
pemerintah daerah sesuai kewenangan telah memberikan 
kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 
mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah 
kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh 

gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 
negara, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 
13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;   

  
 
 
 
 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);   

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);    

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6681);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2023 Nomor 13/B);    
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI JOMBANG  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 13 TAHUN  2023 TENTANG PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH.   

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 
Nomor 13/B), diubah sebagai berikut:  
 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 8  
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk NJOP senilai Rp.0,00 (nol rupiah) sampai dengan 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan 
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;  

b. untuk NJOP senilai Rp.1.000.000.001,00 (satu miliar 
satu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 

0,135% (nol koma satu tiga lima persen) per tahun;   
c. untuk NJOP senilai Rp.2.500.000.001,00 (dua  miliar 

lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan 
sebesar 0,165% (nol koma satu enam lima persen) per 

tahun; dan    
d. untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) 

per tahun.      
(2) Tarif PBB-P2 untuk objek pajak berupa lahan produksi 

pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol 

lima persen) per tahun.  

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 10  
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. 
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1. jual beli; 

2. tukar menukar;   
3. hibah; 
4. hibah wasiat; 

5. waris; 
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
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8. penunjukan pembeli dalam lelang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; atau 
13. hadiah.  

b. pemberian hak baru karena: 
1. kelanjutan pelepasan hak; atau 
2. di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan  
f. hak pengelolaan.  

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan: 
a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang 
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik 

Daerah; 
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum; 
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional 

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau 
perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; 
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau 

karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 
perubahan nama; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk 
kepentingan ibadah; dan 

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama 
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.   

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat.   
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3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau 
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a 

meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan 
oleh: 
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan 

penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, 
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan 

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah 

jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian 

berdasarkan pesanan; 
2.  penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan 

dan berbeda dengan lokasi dimana proses 

pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 
3.  penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan 

dan petugasnya. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau 

Minuman: 
a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/ 

omsetnya tidak melebihi Rp.10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) perbulan;  
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak 

semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; 
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; 

atau 

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha 
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu 

pesawat (lounge) pada bandar udara.  
 

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:   

Pasal 26  

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: 
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran; dan 
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik 

yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung 
berdasarkan: 

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan 
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam 

rekening listrik, untuk pascabayar; dan 
b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. 

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik 

yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 

tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, 
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.  
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(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik 

sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan 
Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan 

Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.  

 

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:    

Pasal 33 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan 
tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32.  

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat 
terjadinya penyelenggaraan reklame. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang 
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 
reklame. 

(4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan 
Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah 
tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar. 

(5) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat 
keindahan, kebersihan, keamanan serta tidak bertentangan 

dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Bupati.  

 

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 34 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan 

untuk: 
a. keperluan dasar rumah tangga; 
b. pengairan pertanian rakyat; 

c. perikanan rakyat; 
d. peternakan rakyat; 

e. keperluan keagamaan; 
f. lembaga sosial, seperti tempat ibadah dan panti asuhan; 

dan  

g. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.  
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7. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf ll dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB 
yang meliputi: 

a. asbes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 

d. batu kapur; 
e. batu apung; 

f. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit;  

i. feldspar; 
j. garam batu (halite); 

k. grafit; 
l. granit/andesit; 
m. gips; 

n. kalsit; 
o. kaolin; 

p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 

s. marmer; 
t. nitrat; 
u. obsidian; 

v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. fosfat; 

aa. talk; 
bb. tanah serap (fullers earth); 

cc. tanah diatom; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 

ff. tras; 
gg. yarosit; 

hh. zeolit; 
ii. basal; 
jj. trakhit; 

kk. belerang; 
ll. dihapus;  

mm. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan  
nn. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

8. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:  

Pasal 42 

(1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 
persen).  

(2) Dihapus.  
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9. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 63 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a 

meliputi: 
a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan;  

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
d. pelayanan pasar; dan 

e. dihapus. 
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   

(3) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya 

kecil dan/atau atas kebijakan nasional/Daerah untuk 
memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD. 
(5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek 
diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi;  
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan di bidang keuangan, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, 
dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Peraturan Bupati ditetapkan.  
(8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak 

swasta. 
(9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menggunakan atau menikmati 

pelayanan Jasa Umum. 
(10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. 

 

 



9 

 

10. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dihapus, ayat (1) huruf b 
diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 65 

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan 

kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
meliputi: 

a. Dihapus; 
b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan 

sementara sampah ke lokasi pembuangan akhir 

sampah/pengelolaan/pemusnahan akhir sampah; 
c. penyediaan lokasi  pembuangan/pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah; 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, 

dan industri.  
(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan 

kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, 

dan tempat umum lainnya.  

 

11. Ketentuan Pasal 68 dihapus. 

 

12. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga sebagai 

berikut: 

Pasal 69 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

ketentuan: 
a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu 

layanan; 
b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis 

layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis 
sampah/limbah kakus/limbah cair; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 

berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan 
dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; 

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi 
layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar 
dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan 

e. Dihapus.  
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13. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 81 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah 
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 
ketentuan: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur 
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, 
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar 

Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; 

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi 
layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas 
tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur 
berdasarkan jenis hewan ternak;  

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga 

diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, 
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olah raga; 

e. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur 
berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha 

Daerah; dan 

f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis 

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu 
pemakaian kekayaan Daerah.  

 

14. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 83 

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif 

Retribusi. 

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.  

(3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: 

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 

b. kerja sama pemanfaatan;  

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau  

d. kerja sama penyediaan infrastruktur, 

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
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(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pamanfaatan 
barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
peraturan bupati.  

(5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan 
barang milik Daerah.  

(6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan 
dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(7) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.  

(8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 

penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 

(10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.   

 

 

15. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 86 

(1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a 

meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan 
sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat 
laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, 

penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi 
bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan 

surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta 
pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.    

(3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat 

laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan 
persetujuan:   

a. pembangunan baru; 

b. bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum 
memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau 

sertifikat laik fungsi; 
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c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:   

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 

3. perubahan luas Bangunan Gedung; 

4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada 
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek 

keselamatan dan/atau kesehatan; 

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat 
kerusakan sedang atau berat; 

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan 
Gedung cagar budaya; atau 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan 

cagar budaya. 

d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak 

diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan 
perawatan.   

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin 
persetujuan bangunan milik pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan 

atau peribadatan.  

 

 

16. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 89 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 
Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan   

untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan.  

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan 
dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut. 

(3) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a 
biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan 
Gedung.   

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 

asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
85 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin 

mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing.  
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17. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 90 

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang 

dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 

dengan tarif Retribusi. 
(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas 

pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran 

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian 
antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan 

pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga 
satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.    

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri atas: 
a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan 

gedung; atau 

b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk 
prasarana Bangunan gedung. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk 
menghitung besaran Retribusi yang terutang. 

(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain 

rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus 
dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan 
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan untuk kepentingan perpajakan.  

(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. 

(9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya 
terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga stuan 
bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi 

dan indeks lokalitas.  
(10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA 
berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi 
hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
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18. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini.  

  

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang.  

 
 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal 28 November 2025 

 BUPATI JOMBANG, 
 
                  ttd 

 

                        WARSUBI 
 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal 28 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 
 

 
            ttd 

  AGUS PURNOMO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR  9 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 273-

9/2025 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 9 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023  

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 

I. UMUM 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 279 dan Pasal 286 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diantaranya melalui 
pendapatan asli Daerah berupa Pajak dan Retribusi yang pelaksanaannya di 
Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk menindaklanjuti mandat 

peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah telah 
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah diundangkan, 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 

99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar 
dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan, 

pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta 
pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan 

tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong optimalisasi Pajak dan 
Retribusi yang dilaksanakan sesuai potensi Daerah guna mendukung 
terciptanya iklim investasi, kemudahan berusaha dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindaklanjut dari hasil evaluasi dari 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap beberapa ketentuan 
dalam Pasal-Pasal dan Lampiran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 

dengan menyesuaikan hasil rekomendasi dan hasil pembahasan dengan 
Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 8 

Cukup jelas.  
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Angka 2 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Angka 3 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
Angka 4 

Pasal 33  
Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 39 
  Ayat (1)  

Cukup jelas. 
Angka 7 

Pasal 42 

Cukup jelas. 
Angka 8 
        Pasal  63 

   Cukup jelas. 
Angka 9 

        Pasal 81 
   Cukup jelas 
Angka 10 

        Pasal 83 
   Cukup jelas 

Angka 11 
       Pasal 89 
   Cukup jelas 

Angka 12 
       Pasal 90 
   Cukup jelas  

Angka 13 
        Cukup jelas 

Angka 13 
        Cukup jelas  
Angka 14 

        Cukup jelas 
Angka 15 

        Cukup jelas 
Angka 16 
        Cukup jelas 

Angka 17 
        Cukup jelas 
Angka 18 

        Cukup jelas 
Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 9 
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